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Pendahuluan

SEPANJANG LIMA TAHUN TERAKIRsyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai bencana
besar, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, longsor dan tentunya pandemi
COVIB19. Berana ini terjadi, tak lepas dari menurunnya kualitas lingkungan hidup dan

kehutanan, tak hanya Indonesia, bahkan dunia. Rusaknya kondisi lingkungan dan hutan akibatkan
krisis iklim yang membuat bumi talagi dalam keadaan baikaik saja.

Pandemi COVIR29yang menyerang sejak 1 tahun terakhir sayangnya juga banyak menelan

korban jiwa. Data dariwww.covid19.go.idhingga 26 Mei 2021 tecatat ada 1.786.187 kasus
terkonfirmasi di Indonesia. Dari jumlah tersebut 1.642.0d@#ntaranya dinyatakan sembuh dan
49.627 orang dinyatakan meninggal dunia. Dari 34 provinsi di Indonesia, 10 daerah dengan jumlah
kasus terbanyak diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan
Timur, Sulawesi Selatan, Riau, BanteBali dan DI Yogyakarta.

Beberapa riset membuktikan, munculnya wabah penyakit yang disebabkan virus ini erat
kaitannya dengan kondisi lingkungan. Sebuah riset yang dipublikasi di juRrateedings of Royal
Societymenyebut aktivitas manusia berupa petruan ilegal (eksploitasi) satwa liar dan
perusakan habitat alami (keanekaragaman hayati) adalah faktor yang mendasari berlimpahnya
penyakit menular atawzoonosisZoonosianerupakan wabah yang disebabkan oleh penularan
virus hewan liar ke manusia.

Studiini menemukan: 70 persen penyakit manusia adatatonosiseperti wabah virus korona

alias Covidl9, 140 virus telah ditularkan dari hewan ke manusia dan hewan tersebut masuk dalam
AAZEOAO - AOAE 3PAOGEAOG OAOAT AAiI DOIT Ausdan Sigpsiaja O0 AOA
mencegah risiko penyakit zoonosis, terutama mengembangkan kebijakan terkait lingkungan,
DAT CAT T 1 AAT 1 AEAT AAT OO0i ARO AAUA EOOAT he EAOA #
ini.

Sedangkan menurut Farida Camallia, penasihat tekaiégi Organisasi Pangan dan Pertanian

(FAO) ada tiga faktor yang memengaruhi persebaran zoonosis dari satwa liar. Pertama,
keanekaragaman mikroba satwa liar dalam suatu wilayah tertentu; kedua, perubahan lingkungan;
dan ketiga, frekuensi interaksi antaradwan dan manusia. Jika salah satu faktor ini terganggu,
dipastikan zoonosis pun menyebar

Pada fase awal COVAD® melanda Indonesia, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk
menekan lajunya penyebaran wabah ini. Salah satunya dengan menerapkan pembatalsiitas

di luar ruangan sehingga bagi para pekerja dapat bekerja dari rumakiork from home» dan

hanya keluar untuk hal yang sangat penting saja. Jika keluar, penerapan protokol kesehatanpun
dilakukan.

Minimnya aktifitas manusia di luar ruangan untuk mgindari terpapar COVIR9 ini ternyata
cukup membawa dampak baik terhadap pemulihan bumi dari eksploitasi sumberdaya alam oleh
manusia.

4AT OAT DPAOA EI i OxAT 1 AT O1 EOCEEAT h O01 AT AO AOGIE |2
dipaksa diam di rumah saat pandemirus corona. kebaikan yang terjadi ini harus bisa dijaga,

i AGEEPOT xAAAE AAOAEEEOho EAOA 7AAA -A'EI EOh DOI
Columbia University.

Munculnya Covidl9 menunjukkan tiga perubahan positif bumi yang mesti dijaga:


http://www.covid19.go.id/

Pertamapolusi udara berkurang. Di seluruh dunia terjadi penurunan polusi udara. Foto
satelit menunjukkan polusi jauh berkurang di Eropa dan China. Bahkan di Indonesia, langit biru
yang sebelumnya tertutup oleh asap polusi, kini terlihat cerah.

Keduaemisi karton turun. Emisi karbon dioksida juga turun di berbagai tempat di dunia. Di China
turun 25 persen pada Februari 2020. Di prediksi, emisi gas rumah kaca di Eropa akan turun 24,4
persen tahun ini karena lockdown.

Ketiga,bumi jadi lebih indah dengan flora fana. Kanal di Venesia jadi bersih karena lockdown dan
tidak ada manusia. Lumblumba muncul di Sardinia, Italia. Musang langka muncul di tengah kota
Meppayur, India. Rusa di kota Nara, Jepang turun sampai ke perkotaan.

- A" El EO EEAx AOE Obegitdsaja leBgarEklajaibdh Alam ne@didkan diri. Begitu
wabah Covidl9 berakhir, mereka akan kembali membabi buta mengeksploitasi dan merusak
Al Al 80

Dan kenyataannya, kekhawatiran McGilis itu terbukti terjadi di tengah Ceyfi

Seperti yang dipaparka dalam berbagai penelitian, penyebab munculngaonosigelas karena
rusaknya hutan dan lingkungan. Tidak menutup kemungkinan bahwa setelah C&\@lakan
banyak lagi virusvsirus yang bermunculan menyerang manusia karena kondisi lingkungan hidup
dan hutanterus-terusan dirusak oleh manusia. Eksploitasi sumber daya alam yang Hahidsan
tanpa peduli upaya pelestariannya hingga upaya perbaikan lingkungan yang abai dilaksanakan.
Makazoonosigak akan pernah berhenti.

Dorongan untuk melakukan perbaikan daperlindungan terhadap lingkungan hidup dan

kehutanan terus dilakukan, baik dari pemerintah hingga ke masyarakat. Bahkan tak sedikit

perusahaam®d AOOOAEAAT ET AOOOOE AAOI O1 AOGI AT AAT CAT ET I E
mengedepankan mekanisme pengelolaan yang lxetanjutan. Namun pertanyaannya, sudahkah

mereka merealisasikan komitmen tersebut.

Hal ini menggerakkan beberapa organisasi masyarakat sipil yang fokus pada kegiatan

DAT UAIT ATl AGAT 1 ET CEOIT CAT O1 O0E Oi Aperadatiadnd OAAT EOAC
kehutanan yang menyebut bahwa mereka berkomitmen untuk melakukan pengelolaan hutan

secara berkelanjutan.

Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Riau,
WALHI Jambi, WALHI Sumatera Selatan dan Pontianak Institut (PQHKdlimantan Barat

melakukan pemantauan langsung di lapangan sepanjang 2020, melihat langsung upaya perbaikan
lingkungan yang dilakukan oleh perusahagerusahaan yang mengelola konsesi Hutan Tanaman
Industri (HTI) .

Hasil temuan menunjukkan, komitmenk OOAA OO OAI PAE OAAO ETE 1 AOEE O
karena minim realisasi. Masih ditemukan adanya penebangan hutan alam, kebakaran hutan dan
lahan serta minimnya upaya untuk merestorasi gambut yang telah rusak di areal tersebut.

Apakah pandemi COVHD9masih belum cukup untuk menyadarkan kita akan pentingnya menjaga
kelestarian lingkungan hidup dan hutan disekitar kita?



1. Komitmen Perusahaan untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Berkurangnya luasan hutan di Indonesia dari ke hari semakin memperitatin Berbagai
kegiatan industri memberi pengaruh paling besar terhadap hilangnya hutan tropis di
Indonesia. Kegiatan penebangan hutan alam secara masif yang dilakukan industri pulp dan
kertas serta mengubahnya menjadi tanaman monokultural berupa aksia @akaliptus salah
satunya.

Padahal grupgrup besar perusahaan pulp dan kertas telah mengaungkan komitmen mereka
di nasional hingga internasional untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
Dengan tidak lagi melakukan penebangan hutan alazef{odeforestation), tidak
mengembangkan wilayah hutan bernilai konservasi tingdigh Concervation Value/ HE\n
bernilai stok karbon tinggi High Carbon StockiCS), menghentikan penerimaan bahan baku
kayu dari pihak keiga yang membuka lahan di hutan dengdCV dan HCS dan lahan gambut
serta tidak akan membangun pabrik pulp dan/atau unit produksi pulp baru.

Komitmen ini dibuat olehAsia Pulp and Paper (APP) Group dengan Kebijakan Konservasi
Hutan (Forest Conservation Policy/ F@Rda 5 Februari 2018an Asia Pacific Resources
International Holding Ltd (APRIL) Group dengan menerbitkan Kebijakan APRIL dalam
Pengeolaan Hutan BerkelanjutarSstainable Forest Management Policy/ SFMPpada 28
Januari 2014 kemudian diperbarui menjadi SFMP 2.0 pada 3 Ju.Bahkan, jelang akhir
2020, pada 17 November 2020, APRIL meluncurkan Komitmen APRIL2030 yang
dikembangkan dari komitmen SFMP 2.0.

Selain kedua grup pulp dan kertas seperti APP dan APRIL Group, masih ada beberapa grup
yang bergerak di Industri kerta@i, di antaranya Djarum dan Sumitomo Group. Djarum
merupakan perusahaan milik orang terkaya nomor 1 di Indonesia, Robert Budi Hartono dan
Michael Hartono. Selain sebagai produsen rokok dan asset dibidang perbankan, Bank Central
Asia (BCA), Djarum juga mdruaka lini di industri Hutan Tanaman Industri (HTI). Sayangnya
baik Djarum dan anak usahanya belum memilki kebijakan publik terkait nol deforestasi,
perlindungan gambut dan keanekaragaman hayati.

Sumitomo Group juga menerbitkan kebijakannya sendiri terkpiéngelolaan lingkungan yang
disebut kebijakan lingkungan dan struktur manajemeg&vironmental Policy and Management
Structure). Intinya Sumitomo Group akan berkomitmen mengurangi dampak lingkungan
dalam aktivitas bisnis mereka, dan berusaha mencapai peangunan berkelanjutan untuk
kemajuan sosial, ekonomi dan pelestarian lingkungan. Terutama ekosistem alami dan
keanekaragaman hayati

Lalu, bagaimanakah realisasi dari komitmdgsomitmen ini?

https://asiapulppaper.com/in/kehiduparerkelanjutan
2 https://www.aprilasia.com/id/keberlanjutan/kebijakaantang-keberlanjutan
% https://www.sumitomocorp.com/en/asiaceania/sustainability/environmesolicy



https://asiapulppaper.com/in/kehidupan-berkelanjutan
https://www.aprilasia.com/id/keberlanjutan/kebijakan-tentang-keberlanjutan
https://www.sumitomocorp.com/en/asia-oceania/sustainability/environment-policy

2. Kondisi Hutan dan Lingkungan Indonesia serta Kebijakan yiaedaku

Menilik kondisi lingkungan dan kehutanan di Indonesia, berdasarkan data dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas kawasan hutan di Indonesia hingga 2018
mencapai 120,6 juta hektare (ha) atau seluas 63 persen dari luas daratémddnesia. Sisanya
diperuntukkan sebagai Areal Peruntukan Lain. Dari luas kawasan hutan tersebut, dapat
dikelompokkan menajdi 3 bagian yaitu Hutan Produksi (HP) seluas 68,8 juta ha atau 57 persen
dari luas kawasan hutan, Hutan Konservasi (HK) seluas j@#alha dan Hutan Lindung seluas
29,7 juta h&.

@ v @ Ksa/KPA darat
HPT (@) KSA/KPA laut

HPK @ HL

KSA HMHawasan Suaka Alam
KPA Hawasan Pelestarian Alam
HL Hutan Lindung

HP Hutan Produksi Tetap

HPT Hutan Produksi Terbatas
HPK Hutan Produlksi yang Dapat Dikorve

Selain kawasan hutan, Indonesia juga memiliki ekosistem gambut yang luas. Menurut data
dari peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Nasional, total luas ekosistem gambut Indonesia
mencapai 24,67 jutad, dengan luasan per provinsi di Sumatera 9,60 juta ha, Kalimantan 8,40
juta ha, Sulawesi 63 ribu dan Papua 6,59 juta ha.

Tak hanya memiliki kawasan hutan dan ekosistem gambut yang luas, Indonesia juga kaya
akan keanekaragaman hayati. Indonesia menjadiga&a mega biodiversity terbesar ketiga
setelah Brazil dan Kolombia.

Mengacu padalndonesian Biodiversity Strategy and Action P2815 2020, Indonesia

tercatat memiliki berbagai jenis fauna diantaranya: 1.605 jenis burung, reptil sebanyak 723
jenis, Anphibi 385 jenis, mamalia 720 jenis, lkan air tawar 1.248 jenis, invertebrata 197.964
jenis, arthropoda 5.137 jenis, serangga 181.847 jenis. Datri sisi flora, Indonesia tercatat memiliki
91.251 jenis tumbuhan berspora, gymnospermae 120 jenis hingga angioseeatau

tumbuhan berbunga mencapai 40.000 jenis.

Kayanya keanekaragaman hayati serta luasnya hutan dan gambut di Indonesia membuat
pemerintah menerbitkan berbagai kebijakan untuk menjamin perlindungan serta pengelolaan

4Buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018



yang berkelanjutan terhadap kawamn hutan di Indonesia, terutama yang pengelolaannya
diberikan kepada perusahaan HTI di Indonesia. Beberapa peraturan tersebut diantaranya:

a. PP Nomor 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 71 tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosiste@ambut. Dalam peraturan ini dijelaskan
kewajiban masingmasing pemilik izin konsesi yang arealnya masuk dalam kawasan
hidrologis gambut harus melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan yang tidak
mengakibatkan rusaknya ekosistem gambut. Tindak lanjut dB&P ini adalah seluruh
perusahaan HTI di Indonesia harus melakukan revisi dalam Rencana Kerja Usaha (RKU)
dengan mengeluarkan areal usahanya yang berada dalam kawasan gambut dengan Fungsi
Lindung Ekosistem Gambut (FLEG) dari kegiatan budidaya dan mengemfika kawasan
lindung serta diwajibkan melakukan upaya restorasi.

b. KLHK terbitkan SK.130/Menlhk/Setjen/Pkl.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi
Ekosistem Gambut Nasional pada 28 Februari 2017. Dalam peta ini disebutkan luasan fungsi
lindung dan budidayalari tiap di Indonesia. Untuk luas fungsi lindung se Indonesia ialah
12.398.482 ha dan fungsi budidaya seluas 12.269.321 ha. Luasan fungsi lindung dan
budidaya per pulau yaitu:

1) Sumatera, fungsi lindung seluas 4.985.913 ha dan budidaya 4.618.616;
2) Kalimantan, fungsi lindung seluas 4.094.203 dan budidaya 4.310.614;
3) Sulawesi, fungsi lindung 28.305 ha dan budidaya 34.985 ha; dan

4) Papua, fungsi lindung 3.290.061 ha dan budidaya 3.305.106 ha.

c. BRG pada 14 September 2016 terbitkan Peta Indikati$teeasi Gambut Nasional
berdasarkan SK 05/BRG/KPTS/2016 tentang Penetapan peta Indikatif Restorasi Gambut.
BRG melakukan restorasi di kawasan prioritas restorasi di luar areal yang dibebankan izin.
Sedangkan areal prioritas restorasi yang masuk dalam kaaayang dibebankan izin akan
melakukan upaya restorasi dengan disupervisi oleh BRG.

d. KLHK juga menerbitkafPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutangRermen
LHK) No. P.62/menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 yang terbit pada 16 Oktoberd2bada
dalam perduran ini mengharuskan industri HTI menyisihkan arealnya untuk dijadikan
kawasan lindunguntuk areal yang masih berhutanHal ini karena hutan yang dijadikan
areal konsesi sebelumnya merupakan rumah sekunder bagi berbagai flora dan fauna yang
dilindungp. Contohnya dari salah satu studi yang dilakukan di PT Sumber Hijau Permai,
Sumatera Selatan yang menemukan dalam kawasan konsesi ini terdapat berbagai flora
dan fauna dilindungi seperti harimau, buaya muara, sinyulong/ buaya sapit, bunglon hutan,
kura-kuragading, meranti, merawan, semar, merbau, gaharu dan ranfitni membuktikan
bahwa dalam areal HTI juga banyak kenakeragaman hayati yang harus dilindungi.

Namun Implementasi kebijakan perlindungan gambut yang belum optimal dan tidak diawasi

secara seriusHal tersebut terlihat dari jumlah kebakaran di kawasan gambut yang masih terjadi
setiap tahun, bahkan karhutla kembali terjadi dalam luasan yang besar pada 2019. KLHK mencatat
pada 2019 terjadi karhutla seluas 1.649.258 hektar

5 https://www.beritasatu.com/ekonomi/6314menhut-pengelolakonsesiharuslestarikankeanekaragamarhayati
5 http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2014/03/Ikhtisat aporanPGprovinsi-SHP.pdf
" http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran


https://www.beritasatu.com/ekonomi/63141-menhut-pengelola-konsesi-harus-lestarikan-keanekaragaman-hayati
http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2014/03/Ikhtisar-Laporan-PC-provinsi-SHP.pdf
http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran

Ditengah lemahnya pengaasan pemerintah dan tidak transparan, KLHK justru menerbitkan
PermenLHK nomor P.10/Menlhk/Setjen/KUM.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan dan
Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut. Dalam PermenLHK
tersebut mengatur bahwa persahaan tetap dapat mengelola lahannya di areal gambut fungsi
lindung sekalipun. P.10 Tahun 2019 tersebut hanya melarang pembukaan lahan gambut pada
areal puncak kubah gambut. Itupun jika puncak kubah gambut lebih dari satu, puncak kubah
gambut lainnya dibdehkan untuk dikdola untuk budidaya perusahaan.

Realisasi Komitmen Perusahaan

Berbagai persoalan lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA) di Indonesia mencapai taraf
memprihatinkan, mulai dari hilangnya tutupan hutan alam akibat kegiatan penebangan hutan
alam secara illegal, penggundulan hutan untuk tanaman monokultur, kebakaran hutan dan lahan
(karhutla) yang akibatkan persoalan lingkungan mulai dari rusaknya tanah, polusi asap hingga
rusaknya ekosistem gambut. Berbagai persoalan ini tentunya menimbulkakhawatiran,

dapatkah SDA Indonesia yang mulai kritis ini diselamatkan?

Menilik kembali persoalan lingkungan yang paling berdampak, karhutiejak karhutla besar

yang terjadi pada 2014 2015, hingga kini karhutla terus saja terja@iatatan resmi Badan

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait karhutla pada 2015 akibatkan 24 orang
meninggal dunia, lebih dari 600 juta jiwa menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan
akibatkan kerugian ekonomi mencapai Rp 221 triliun.

Menurut catatan Kemenerian Lingkungan Hidup dan Kehutama(KLHK) jumlah hutan dan lahan
yang terbakar mencapai 2,61 juta ha. Hutan dan lahan diseluruh prowdngdonesia terbakar
kecualidi DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. Kebakaran terbesar terjadradvidsi Sumatera
Seldan, RiauJambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Papua.

Dari 2,61 juta ha yang terbakar pada 2015, sekitar 33% atau 869.754 ha diantaranya merupakan
lahan gambut dengan areal gambut terluas yang terbakar berada di Kalimantangah mencapai
310.275 ha, Sumatera Selatan 293.239 ha, Riau 107.000 ha, Jambi 60.280 dan Papua 38.096 ha.

Walaupun sejak 4 tahun belakangan trend karhutla cenderung menurun, namun ini tidak
mengesampingkan fakta bahwa hutan dan lahan di Indonesia terweskurang akibat tindakan
perusakan lingkungan iniBukan hanya akibat karhutla, tindakan penggundulan hutan
(deforestasi) dan penebangan kayu alam illegal turut ambil peran dalam rusaknya SDA di
Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis dari Forest Watch omesia (FWIperiode 201% 2017 terjadi
penggundulan hutan alam (deforestasi) di Indonesia seluas 5,7 juta ha. Deforestasi terbesar
terjadi di Kalimantan mencapai 2 juta ha. Dari hasil analisis, sekitar 49% dari total deforestasi atau
seluas 2,81 juta heé&r berada di dalam izin pemanfaatan dan penggunaan lahan yang diberikan
oleh pemerintah.

Berdasarkan tipe konsesi sebagai lokasi terjadinya deforestasi. Sumbangan deforestasi terbesar
berasal dari areal yang tumpang tindih antar izin pemanfaatan dan ggnnaan lahan, yaitu
mencapai 0,78 juta hektare. Sektor pertambangan berada di posisi kedua sebagai penyumbang
deforestasi terbesar yaitu seluas 0,7 juta hektare. Sedangkan untuk sektor perkebunan kelapa
sawit menyumbang0,58 juta hektaré.

8 Lembar Fakta Angka Deforest A’ &S0 F 31 A &! £ F NYé aSYOodNHZl yel 1dzity LyYyR2yS&aALY C2NE
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Region TutupanHutan | Hutan Alam 2013| Deforestasi rata
Alam 2017 (ha) 22017 (ha) rata per tahun (ha)
Sumatera 10.400.014 972.906 251.443
Jawa 905.885 130.041 34.163
Baliz Nusa Tenggara 877.494 384.010 109.438
Kalimantan 24.834.752 2.052.019 528.377
Sulawesi 8.179422 949.138 247.141
Maluku 4.515.417 543.566 141.738
Papua 33.119.51 692.107 174.371
Indonesia 82.832.498 5.723.787 1.466.999

Khusus Riau, Jikalahari melakukan analisis terkait laju deforestasi sE§@2 hingga 202(Hutan

alam di Riau sejak 1982ngiga saat ini telah berkurang mencapai 5.300.183 ha atau sebesar 78
persen dari luasan awal. Untuk 2020, luas hutan alam yang berkurang dari 2019 seluas 15.306 ha.
Jumlah ini berkurang 50% dari luas deforestasi pada 2019.

Berikut rincian luas tutupan hudn dan deforestasi per tahun yang berhasil di analisis Jikalahari
dengan metodesemi automatic classification QGIS

Tahun L“aa;‘;t#pa” DEFORESTASI | DURASI| DEF/TH (Ha)
1982- 1999 6.727.546 2117,02] 17 124,53]
1999-2000 i 858,501 1 858,501
2000-2002 i 228,659 2 114,32¢
2002-2004 3.380.328 261,705 2 130,852
2004-2005 i 158,519 1 158,513
2005-2007 i 545,425 2 272,717
2007- 2009 i 183,295 2 91,648
2009-2012 i 565598 3 188,533
20122015 2.005.565 360,359 3 120,120
2015 2017 1.645.206 155,796 3 51,932
2017-2018 1.489.410 13,669 1 13,669
20182019 1442.669 33,072 1 33,072
20192020 1.427.363 15.306] 1 15,306

Melihat kondisi SDA Indonesia yang tiap tahunnya terus tergerus, muncul pertany&iapakah

yang patut dimintai petanggungjawaban?

Menilik lokasi karhutla yang terjadi di Indonesiaglsagian besar areaersebut masuk dalam

konsesi perusahaan dan berada dalam kawasan gambut. Membuka atau membersihkan lahan
dengan cara bakar adalabkar masalatutama karhutla yang tejadi di Indonesia dan ini dilakukan

secara terorganisir. Karhu#l sebagai kejahatan terorganisjuga disampaikan Presiden Joko

Widodo saat berkunjung ke Riau pada September 2019 ketika melihat luasan areal yang terbakar

sangat luas.

Di Indonesia, konsdaskorporasi pulp dan kertas atau HTI telah menguasai kawasan hutan
Indonesia mencapai 11,2 juta ha atau hampir seluas Pulau Jaeregguasaan hutan ini dikuasai

oleh beberapa grup perusahaan yang memiliki legalitas izin dengan total mencapai 336 IUPHHK
HT. Namun dari luasan penguasaan hutan tersebut, hanya sekitar 4,9 juta ha yang telah ditanami



dan dijadikan perkebunan kayu. Sisanya, belum dapat dikonversi menjadi perkebunan kayu
karena adanya ppersoalan seperti konflik tenurial, hutan tersebut memilikankarbon tinggi
(HCV) hingga berada di kawasan gambut dalam.

Berdasarkan riset TuK Indonesia, luas penguasaan hutan oleh para korporasi terluas berada di
Kalimantan dan Sumatera mencapai 73,7%, Papua 13,2 %, Sulawesi 5,3% dan lainnya 7,9%. Untuk
penguasaan terluas berdasarkan grup usaha, dari hasil riset, ada 8 grup besar yang kuasai hutan
Indonesia diantaranya:

1. APP Group 3,323 juta fth Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan,
Sumatera Selatan, Riau, Jambi dan Papua

APRIL Group 1,026tpuhadi Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Riau
Kertas Nusantara Group 300 ribu ha di Kalimantan Timur dan Aceh

Marubeni Group 295 ribu ha di Sumatera Selatan

Alas Kusuma Group 281 ribu ha di Kalimantan Barat

Djarum Forestry 254 ribu hdi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat

Korindo dan Oiji Holdings 175 ribu ha di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Oji
Holdings aktif di Indonesia melalui usaha patungan dengan Korindo.

NoOkwN

Karena sedikitnya areal yang dapat dimanfaatkan menjadi kawagankebunan kayu, korporasi
HTI justru tidak dapat memenuhi bahan bakunya. Menurut Forest trends dan Koalisi Anti Mafia
Hutan pada 2015 menyatakan industry HTI yang kekurangan bahan baku akhimeymambil

kayu dari hutan alam. Inilah yang mengakibatkamgiginya deforestasi di Indonesia.

Permasalahan lingkungan dan kehutanan seperti deforestasi dartkutla yang terjadi di konsesi

ET OPT OAOE OEAAE AEAT AEOA AEEAT OEEAT OAI AT A 1 AOZ
produksi mereka.Selama kegiatan yag berakibat pada rusaknya lingkungan hidup dan

kehutanan seperti penggundulan hutan dan minimnya upaya restorasi gambut yang dilakukan

OEAAE 1 AT AAPAOGEAT OACOOAT AAOE DPEEAE UAT ¢ AAOxAI
AOAO AT CET 068

Selain karena krangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap perilaku perusahaan
yang tidak mempedulikan risiko kerusakan lingkungan yang mereka lakukan, lembaga keuangan
yang memberikan bantuan pendanaan juga turut serta melakukan perusakan lingkungan di
Indonesa.

Selama grusahaan masih terus menerima bantuan dana dari Lembaga keuangan yang bersedia
memberikan kucuran dana walaupun perusahaan terlibat dalam kasus yang menyebabkan
kerusakan lingkunganhilangnya SDA Indonesia dalam waktu dekat tentunya akanajud.

Hasil analisis TuK Indonesia terkait pembiayaark&e industri pulp dan kertas di Indonesia, grup
grup besar seperti Sinar Mas Group, Royal Golden Eagle Group, Marubeni, Sumitomo Forestry
hingga OJI Group yang merupakan grup besar yang menaundustry pulp dan kertas
memperoleh pinjaman dari Lembaga Keuangan mencapai US$ 18 miliar dan terbanyak berasal
dari negara China 40%, Jepang 29%, Indonesia 15%, Taiwan 10% dan negara lainnya 9%.

Lembaga keuangan seakan tutup mata dan terus menawarkanjpinan kepada perusahaan,
walaupun perusahaan memilikrack recordburuk dalam menyelesaikan persoalan lingkunga
sosial dan tata kelola (LST). Hasil analisis kebijakan lembaga keuangan menunjlddkdaga
keuangan memiliki kebijakan yang sedikit lebilu&t dalam hal ruang lingkup komitmen mereka
dan standar sosial untuk kllien. Namun kebijakan mereka relative lebih lemah terkait standar
lingkungan dan tata kelola yang mereka butuhkan dari klien.
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Berdasarkan skor analisis kebijakan kreditur lembaga kegan untuk bisnis pulp & kertas
berdasarkan Negara lembaga keuangan menunjukkan, lembaga keuangan dari Eropa dan
Amerika Utara memiliki kebijakan lebih kuat daripada lembaga keuangan dari Asigangrya
penyandang dana terbesar perusahaan pulp dan kertaeng aktif di Indonesia ini justru

bersumber dari China, Jepang dan Indonesia yang memiliki kebijakan mitigasi risiko LST terburuk.

Dari hasil riset TuK Indonesia diketahui lembaga keuangan dengan skor kebijakarrassayang
lebih tinggi memberikan pemimyaan yang relative sedikit untuk perusahaan yang aktif di sektor
pulp dan kertas di Indonesia.

Pada 2014, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat menerbitkan Peta Jalan Keuangan
Berkelanjutan. Kebijakan ini menyoroti Lembaga keuangan harus mengidentifikesierima
bantuan dana agar memperhatikan risiko LST. Jika perusahaan memiliki kinerja baik dalam
mengatasi risiko LST, maka ia berhak memperoleh peningkatan dalam pembiayaan. Begitupula
sebaliknya, jika performa buruk, bantuan pembiayaan harus dihentikBlamun, kebijakan ini

tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan sehingga karhuta terus terjadi, perusahaan abai
terhadap kewajibannya dan bank terus memberikan kucuran dana.

Jikalahari menilai karhutla tidak akan pernah selesai selama masih ada bank yamglamai
korporasi pembakar hutan dan lahan. Ini justru membuat perusahaan berada di atas angin.
Bagaimanapun performa mereka dalam mengatasi risiko LST, Lembaga keuangan akan terus
memberikan kucuran dana.

Selain OJK, upaya untuk menyelamatkan lingkungdan sumber daya alam (SDA) sempat

digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mendorong adanya Gerakan Nasional
Penyelamatan SDA atau GNPSDA pada 19 Maret 2015. Gerakan yang memiliki 6 fokus utama
diantaranya:Pengukuhan Kawasan hutan, Penataan guidan wilayah administrasi, Penataan
perizinan kehutanan dan perkebunan, Perluasan Wilayah Kelola Masyarakat, penyelesaian Konflik
Kawasan Hutan serta instrumen lingkungan hidup dalam perlindungan hutan dan membangun
sistem pengendalian anti korupsi.

Namun setelah 5 tahun berjalan, lag@agi kebijakan bagus ini belum menunjukkan dampak
maksimal dalam melindungi praktipraktik pengrusakan lignkungan yang dilakukan korporasi
terhadap lingkungan hidup dan kehutanan di Riau.

Dengan berbagai kekayaan alam yaulimiliki Indonesia serta kebijakan yang diterbitkan
pemerintah untuk melakukan upaya perlindungan terhadap hutan dan lingkungan, perusahaan
sektor HTI belum sepenuhnya turut serta berpartisipasi wemujudkan upaya perlindungan
tersebut.

Apakah ini masih tgadi hingga saat ini? Sudahkan perusahaan merealisasikan komitmennya
tersebut?
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Hasil Pemantauan Lapangan

Jikalahari

KEBAKARAN HUTAN LAHAN PADA 2&fijat luas hingga menyebabkan kabut asap di Riau.
KLHK mencatat luas kebakaran yang terjadi daRimencapai lebih dari 90 ribu hektar. Temuan
Jikalahari, karhutla banyak terjadi pada konsesi HTI.

Salah satu penyebabnya ialah rusaknya ekosistem gambut dan tidak adanya upaya pemulihan
pada konsesi HTI, meskipymemerintah telah menerbitkan aturan untld merestorasi gambut.
Pemerintah merevisi PP 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
dengan PP 57 Tahun 2016 dan KLHK juga menerbitkan aturan Nomor P.14/MenLHK/
Setjen/Kum.1/2/ 2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan PenetBpagsi Ekosistem Gambut, di
mana Ketentuan Pasal 8 ayat (2) mengamanatkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
untuk menetapkan fungsi lindung gambut dan fungsi budi daya pada gambut.

MenLHK juga telah mengeluarkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasioedalui
SK.130/Menlhk/Setjen/Pkl.0/2/2017, tanggal 28 Februari 2018. Peta Fungsi Ekosistem Gambut
Nasional tersebut terdiri dari fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Selain itu, ada juga PermenLH¥omor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman
Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut. Disebutkemulihan Fungsi Ekosistem Gambut
adalahaktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan sifat dan fungsi Ekosistem Gambut sesuai
atau mendekati sifat dan fungsi semula melalui suksesi alami, restorasidgidraehabilitasi
vegetasi, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Atas beberapa kebijakan yang telah diterbitkan, Korporasi HTI diminta untuk melakukan restorasi
ekosistem gambut yang terdapat dalam konsesinyah#susnya pada areal bekas terbakar pada
2015 dan pada ekosistem gambut fungsi lindung.

Selain regulasi pemerintah, sesungguhnya 2 grup korporasi HTI di Riau, yaitu APP Grup dan APRIL
Grup telah memiliki komitmen untuk melindungi gambut. APRIL memiliki ijakanSustainable

Forest Management Policy (SFMBhg APRIL berkomitmen untuk menghentikan kegiatan

deforestasi hutan alam dari rantai pasokan dan melindungi hutan dan lahan gambut di mana
perusahaan beroperasi, serta mendukung praktgcaktik terbaik dalam pengelolaan hutan di

semua negara di mana perusahaan mendapatkan bahan baku kayu.

Selain perlindungan gambut, pengelolaan industri kehutanan juga harus memastikan bahwa

setiap bahan baku dan lahan yang dikuasai bebas dari konflik dengan masyar8eama ini

hampir seluruh konsesi HTI berkonflik dengan masyarakat adat dan masyarakat tempatan. Dalam
kebijakan Berkelanjutan baik SFMP APRIL dan FCP APP, menyatakan akan menyelesaikan konflik.
Oleh sebab itu perlu dibuktikan melalui kegiatan pemantauanbsung ke lapangan untuk
memastikan pemulihan gambut bekas terbakar dan petiten gambut pada FLEG serta

pelaksanaan komitmen kebijakan pengelolaan berkelanjutan SFMP APRIL dan FCP APP dalam
penyelesaian konflik.

Investigasi dilakukan di 9 perusahaan HAT RAPP Pulau Padang, PT Suntara Gajapatih, PT Ruas
Utama Jaya, PT SRL Rupat, PT Arara Abadi Distrik Duri, PT Balai Kayang Mandiri, PT Seraya
Sumber Lestari, Rimba Mandau Lestari dan PT Rimba Peranap Indah. Investigasi dilakukan pad
30 Agustusz 8 Septamber 2020.
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PTRiau AndalanPulp & Paper (RAPP)Pulau Padang

PETA INVESTIGASI PENGELOLAAN HUTAN
PT. RIAU ANDALAN PULP & PAPER
PULAU PADANG, KAB, KEP. MERANTI

PROVINSI RIAU

s a"

PT RAPBRalah satu perusahaan APRIL yang mengantongi izin sejak tahun 2009 dan ditetapkan
melalui Surat Keputusan Menhut N0.327/2009 denglas area konsesi 41.205 hektgaing

terletak dilokasi area Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti yang meliputi Desa Bagan
Melibur, Tanjury Padang, Putri Puyu dan LukiteBienjak perusahaan mulai beroperasi di

Pulau Padang, banyak terjadi konflik antara pihak perusahaan dan masyarakat Pulau padang
itu sendiri.

Dari pemantauan yang dilakukan, Jikalahari menemukan:

1.

Terdapat areal Tanaman Kehidupan milik PT RAPP di Desa Tanjung Padang Kecamatan
Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam areal yang diberi Plang Tanaman
Kehidupan PT RAPP ditanamkasia berumur sekitar 4 5 tahun siap panenNamun areal

ini, berdasarkan Peta Indikatif Restorasi Badan Restorasi Gambut (PIR/BRG) berada dalam
Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 22187.

Terdapat aktivitas pencucian kanalleh PT Setia Jaya Perkasa (SJP) dan PT Murni Raja
Makmur (MRM) dengan ukuran lebar 5 meter dengan kedalaman 3 meter sepanjang 2 km
di areal tanaman kehidupan PT RAPP yang berada pada Zona Merah atau Zona Prioritas
Restorasi Pasca Terbakar 204301 7PIR/BR5.

Terdapat tanaman akasia berumur sekitartahun di Zona Biru atau Zona Lindung
Gambut Berkanal sesuai PIR/BRG dan ditemukan pondok berterpal biru untuk pekerja
penanaman akasia.

Terdapat tumpukan kayu akasia baru panen dalam areal konsesi PT RiaRRhan
kosongyang kayunyabaru dipanen dalamZona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca
Terbakar 201% 2017 PIR/ BRG

Dalamareal konsesi PT R erdapat tumpukan bibit akasia siap tanam, areal ini berada
dalam Zona Merah atau Zona Prioritas Resasi Pasca Terbakar 2082017 PIR/ BRG.
Terdapat potensi konflik antara PT RAPP dengan masyarakat, terutama masyarakat Desa
Dedap Kecamatan Tasik Putri Payau. Sebab, areal konsesi yang ditanami akasia oleh PT
RAPP merupakan areal administrasi desa. S8kimnya telah dilakukan mediasi
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penyelesaian konflik dengan skema ganti rugi Rp 150 per meter, namun masyarakat
menolak ganti rugi. Hingga saat ini, Pemerintah Desa Dedap masih menolak memberikan
izin penggunaan lahan untuk PT RAPP.

Dokumentasi Lapangan

Gambar 1. Terdapat Plang
Tanaman Kehidupan di areal
Zona Merah PIR/BRG. Foto
diambil tanggal 03/09/2020
pada titik koordinat N
OPTTEXP8R®EHWS

Gambar 2. Terdapat tanaman
akasia berumur sekitar 4
tahun dalam zona merah area
konsesi PT RRP. Gambar
diambil tanggal 03/09/2020
pada titik koordinat N
OPTTOPYB8X®EMDPB

Gambar 3. Terdapat Hutan
Tanaman Industri akasia yang
akan dipanen. Dilihat dari
gambar, terdapat 1 unit alat
berat berwarna kuning
sedang beroperasi melakukan
pencucian kanal serta
pembuatan jalan panen.
Gambar diambil tanggal
05/09/2020 pada titik
koordinatNOfT Z 8 PP 8 Q
102 X6 TT8Q06
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Gambar 4. Terdapat
tumpukan kayu akasia yang
sudah dipanen. Gambar
diambil tanggal 07/09/2020
pada titik koordinat N

0LT >P68TX 6 °Z9K G34FZTS -

Gambar 5. Terdapat 1 unit ala
berat sedang parkir tidak
beroperasi yang digunakan
dalam proses pemanenan.
Gambar diambil tanggal
07/09/2020 pada titik
koordinatNOfT Z 8 T 8 W
1025 X8YY8YVYH

Gambar 6. terdapat tumpukan
bibit akasia siap tanam di area
konsesi PT RAPP wilyah Desz
Putri Puyu. Gambar diambil
tanggal 07/09/2020 pada titik
koordinat N 02T T8 T T 8 X
102x X6 XP 81 6
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Gambar 7. Terdapat 1 buah
menara pantau api di areal
konsesi PT RAPP. Gambar
diambil tanggal 07/09/2Q0
pada titik koordinat N
OPTTEXQ8RES QB

2. PT SerayaSumber Lestari(SSL)

J4=‘£ .

PETA INVESTIGASI PENGELOLAAN HUTAN
PT. SERAYA SUMBER LESTARI
KABUPATEN SIAK

PROVINSI RIAU

Secara adhinistratif PT SSL terletak didcamatan Bunga Raya, Siak dan Sungai Mandau
Kabupaten Siak dengan luas sekitar 20.000 hektar. Sebagian kawasan hute®SRT

merupakan hutan rawa gambut seluas 17.470,50 hektar (87,35%) dan Mendawai dengan luas
2.529,50 ha (12,65%).

Dari pemantauan yang dilakukan, Jikalahari menemukan:
1. Tanaman akasia milik PT SBérada dalam Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi
Pascarlerbakar 2013 2017 PIR/ BR¢&ang berumur lebih dari 4 tahun

2. Terdapat anaman sawitmilik masyarakat di dalam konsesi PT Sging berada di Zona
Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 202817 PIR/ BRG
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Dokumentasi Bpangan:

Gambar 8 Akasia siap panen
milik PT SSL di lokasi pasca
kebakaran 2013 2017.
Gambar diambil tanggal
02/09/2020 dengan kordinah
0° 57.097' E 101° 57.444'

Gambar 9. Kebun sawit
masyarakat di dalam konsesi
PT SSL. Gabar diambil tangge
07/09/2020 dengan korihat N
0° 52.514' E 101° 52.643'
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3. PT Balai Khayang Mandiri (BKM)

Vibalabari

PETA INVESTIGASI PENGELOLAAN HUTAN
PT. BALAI KAYANG MANDIRI
KABUPATEN SIAK

PROVINSI RIAU

Legenda
@ Koordnat Investigas

—— Batas Kabupaten

Kantor PT Balai Kayang &hdiri? anak usaha Asia Pulp and Paper (APP) Grouperalamat di
Jalan Arifin Ahmado 01 Sidomulyo TimuRekanbaru. Berdasarkan SK IUPHHKI
(pembaharuan) No. SK 642/MenLHK/Setjen/HPL.O202/8 terbit pada 31 Desember 201@asan
areal perusahaan ini adalabh6.514 Haerlokasidi Kandis, Siak, Sungai Mandau dan Sungai Apit,
Kabupaten Siak.

Di lokasi PT BKMikalahari menemukan: PT BKMelakukan pemanenan akasia di konsesinya
yang berada di Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca TerbakazZll& PIR/ BRG.
Areal tersebut sudah bersih dan tidak ditemukan satupun tegakan pohon. Tidak ditemukan upaya
restorasi yang harusnya dilkaikan perusahaan di areal prioritas tersebut.

Dokumentasi Lapangan:

Gambar 1& 11 Areal bekas panen akasia di lokasi pasca kebakaran 2@18.7. Foto diambil
tanggal 03/09/2020 dengan kordindtl 0° 58.884' E 101° 54.468'
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4. PT Rimba Mandau LestaRML)

1N0: 54 805 E101°59 759 2 N0 53 635'€101° 59 778" % ST N0:57.022/€1011:58 567 \’ / ! g .
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e

PETA INVESTIGASI PENGELOLAAN HUTAN
PT. RIMBA MANDAU LESTARI
KABUPATEN SIAK

PROVINSI RIAU

Legenda

ORIENTAS| KAWASAN

PT Rimba Mandau Lestari adalah salah satu dari anak perusahaan rsiialp andPaper (APP)
Group. PT RML berbatasan langsung dengan beberapa perusahaan HTI dan sawit. Di sebelah
utara berbatasan dengan IUPHHKTPT Seraya Sumber Lestari,gBbelah selatan berbatasan
dengan perkebunan PT Gelora Sawit Makmur sgéibelah barat berbatasan dengan IUPHHK PT
Seraya Sumber Lestari dan siebelah timur berbatasan dengan perkebunan PT Teguh Karsa
Wana Lestari.

Jikalahari menemukan: PT RML telah raklkan penanaman dalam Zona Merah atau Zona
Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2Q12017 PIR/ BRG. Diperkirakan bibit akasia tersebut
berumur 4 bulan

Dokumentasi Lapangan:

= o
:
-
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et ¥ £ SO VoY J “/ » ! S
Gambar 12. Akasia milik PT RML berumur « Gambar 13. Tunggul akasia bekas panen di kons
bulan di areal pasca kebakarar®25z 2017. PT RML. Gambar diambil tanggal 04/09/2020
Gambar diambil tanggal 04/09/2020 dengar dengan kordinat N 0° 54.756' E 101° 59.659'
kordinat N 0° 54.805' E 101° 59.759'
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5. PT Sumater&iang Lestar(RML)

PETA INVESTIGAS| PENGELOLAAN HUTAN
PT. SUMATERA RIANG LESTARI
PULAU RUPAT, KAB, BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PT Sumatera Riang Lestari merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang
pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman. Perusahaan ini merupakan salah satu mitra
PT Riau Andalan Pulp and Paper (APRIL Grup). Lokasi PT SRLadabéPulau Rupat, Bengkalis.

Dalam pemantauan ini, Jikalahari menemukan:

1.

Dalam Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar200%7 PIR/ BRG di
konsesi PT SRL Desa Batu Panjang, terddphtn terlantar yang telalditanami sawit

oleh masyarakatdengan kisaran umur 2 tahurLahan bekas terbakar ini tamak dibiarkan
tanpa ada upaya restorasi dari perusahaan.

Di Desa Terkullan Desa Sukarejo areal bekas terbakar pada 2015 dan masuk dalam Zona
Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca TerbaR@15 2017 PIR/ BRG tampak tak
terurus dan dibiarkan tanpa ada upaya restorasi.

DiDesa Pergamditemukan 1 pos patroli PT SRL yang baru berdiekitar 8 bulan lalu

areal ini masuk dalam Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakag 2015
2017 PIR/ BRG. PT SRL bukannya merestorasi areal ini, namun malah menanami kembali
areal bekas terbakar dengaakasia Diperkirakan akasia ifierusia 3 tahun

PT SRL melakukan pembukaan lahan baru menggunakan alat beratakator di areal

Zona Merah ataluZona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 22917 PIR/ BRG.

Pada Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar2857 PIR/ BRG di
DesaDarul Amarr jalur koridor utamamasuk kePT SRt terdapat tanaman akasia yang
baru ditanami berusia sekar 2 tahun.
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Dokumentasi Lapangan:

Gambar 14. Akasia PT SRL
berusia 3 tahun yang berada d
dalam areal pasca kebakaran
2015 2017. Gambar diambil
tanggal 3/9/2020 dengan
koordinatN02d X 6 XW8
108y Q8 Y=Z8To8

Gambar 15. Kondisi kahgang
brada di areal pasca kebakarai
20152017 yang baru saja
dibersihkan. Gambar diambil
tanggal 1/9/2020 dengan
koordinat N 02 ®8 XX 8
108y 8 XY8Q068

Gambar 16. Kebun sawit
masyarakat di dalam konsesi
PT SRL yang berada di areal
paska keb&aran 20152017.
Gambar diambil tanggal
31/8/2020 dengan koorinatnya
NOPdX 6 EWBYDHE Y

Gambar 17. Satu unit eskavatc
PT SRL sedang beroperasi
membuka lahan yang berada
di areal pasca kebakaran 20%5
2017. Gambar diambil tanggal
3/9/2020 dengan koordinat N
0PoWs EYAPDRE &I
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Gambar 18. Kondisi kanal dan
tanaman akasisa milik PT SRI
yang berada di areal pasca
kebakaran 2013 2017. Gambal
diambil tanggal 3/9/2019
dengan koordinat N 04 X &
X1 8181y Q8 Y W8 d6

6. PTArara Abadi

PETA INVESTIGASI PENGELOLAAN HUTAN
PT. ARARA ABADI
KAB. SIAK - KAB, BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PT.Arara Abadi anak usaha APP Groap memperoleh izin pembangunan hutan pertama kali
pada 1979, melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 359/Kpts/Um/6/1979 tanggal 8 Juni
1979 seluas 65.000 ha. Jenis usahanya pada waktu itu masitiga Hak Pengusahaan Hutan
Alam (HPHHA). HPH PT. Arara Abadi bertambah luasnya menjadi 93.500 ha pada tahun 1990,
sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 560/Kip$990 tanggal 27 September
1990. Selanjutnya, jenis usaha PT. Arara Abadubah menjadi Hak Pengusahaan Hutan
Tanaman Industri (HPHHTI) pada 1991, dengan luas areal 265.000 ha.

Dalam rentang waktu 19941996, PT. Arara Abadi meatami beberapa kali perubahan itz
Konsesi dan yang terakhir pada 1996 sesuai dengan Surat Keputiganteri Kehutanan No.
743/Kptsll/1996 tanggal 25 November 1996etelah memperoleh persetujuan studi kelayakan
berdasarkan SK Ditjen PH No. 3122AM/96 tanggal 25 September 1996 dan persetujuan Amdal
yang diterbitkan oleh Ditjen PHPA/Ketua KomisaPAsndal No. 208/BjI/AMDAL/96 pada tanggal
26 September 199@engan luas areal 299.975 ha.
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Pada 2013, areal kerja PT. Arara Abadi menjadi 296.292 ha berdasarkan penataan batas dan temu
gelang disertai diperolehnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan N63/Menhut-11/2013 tanggal

21 Oktober 2013. Saat ini PT. Arara Abadi bekerja atas dasar Surat Keputusan Kementerian
Kehutanan dan Lingkungan Hidup SKKR - SK.6024 per tanggal 28 JuaD19.

Dari hasil pemantauan, Jikalahari menemukan:

1. PT Arara Abadi melakan pemanenan kayunenggunakan alat berat ekskavator
diatas areal bekas terbakar yang masuk dalam Zona Merah atau Zona Prioritas
Restorasi Pasca Terbakar 2042017 PIR/ BRGelain itu, PT Arara Abadi juga
melakukan penanaman kembali bibit akasia berumBibulan di areal bekas terbakar.

2. PT Arara Abadi juga terus berkonflik dengan masyarakat adat Suku Sakai. Areal tanah
ulayat milik Suku Sakai telah ditanami akasia, bahkan di areal kuburan tua milik Suku
Sakai. Konflik ini berujung dengan kriminalisasi nyasakat adat, Bongku bin Jelodan
yang menebang pohon akasia milik PT Arara Abadi untuk menanami areal itu dengan
ubi manggalo.

Dokumentasi Lapangan:

Gambar 19. Salah satu makarn
yang berada di tanah ulayat
Suku Sakai yang berkonflik
dengan PT Arara Addi. Foto
diambil tanggal 2 September
2020 dengan koordinaiN

PX1 PWYoYWB8YO %

Gambar 20. Akasia milik PT
Arara Abadi di areal pasca
kebakaran 2013 2017. Gambal
diambil tanggal 3 September
2020, dengan kordinat N
00°53'38.3" E 101°32'56.2"

Gambar 21. Areal bekas paner
akasia. Ini merupakan lahan
pasca kebakaran di tahun 204!
2017. Gambar diambil tanggal
September 2020 dengan
koordinat N 00°53'02.7" E
101°33'48.9"
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Gambar 22. Satu unit alat bera
sedang mengumpulkan kayu
yang telah di panen. Kayu ini
berasal dari areal pasca
kebakaran 2012017. Gambar
diambil pada 3 September
2020 dengan koordinat N
00°53'02.7" E 101°33'48.9"

Gambar 23. Tanaman akasia
berumur 3 bulan yang ditanam
di areal pasca kebakaran 20%5
2017.gamhr diambil tanggal 3
September 2020 dengan
kordinat N 00°47'34.7" E
10140'24.7"

Gambar 24. Areal bekas
kebakaran yang ditanami
akasia oleh PT Arara Abadi.
Gambar diambil tanggal 3
September 2020 dengan
koordinat N 00°48'02.8" E
101°38'36"
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7. PTSuntara Gja Rati (SGP)

4N 1°58'55.35" E 101144 9" v]" c g .

PETA INVESTIGASI PENGELOLAAN HUTAN
PT. SUNTARA GAJA PATI
KOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

Legenda
@ Koordinat Investigasi

—— Batas Kabupaten

Tubuh Air

[ saas persanaan

ORIENTAS| KAWASAN

PT. RUAS UTAMA JAYA
PT.RUAS UTAMA JAYA

PT. Suntara Gaja Patierupakan perusahaan swastgang berafiliasi dengan APP Groulgergerak
dibidang pemanfaatan hasihutan kayu pada hutan tanamarkKegiatan pemanfaatan hutan
dimulai sejak iberikannya izinlUPHHKHT SK Mnteri Kehutanan dan Brkebunandengan
nomor SK 71/KptH/2001padal5 Maret 2001 seluas 34.792 Bardasarkan administrasi
pemerintahaan, areal kerja IUPHHHT SGP masuk Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai
Landscapé&enepis.

Dari hasil pemrantauan, Jikalahari menemukan:

1. PT SGP melakukan pembukaan lahan bdangan menebang hutardan pembuatan
kanalbaru dengan lebar 4 meter dan kedalaman lebih dari 3,5 medéareal yang
masuk dalam Zona Lindung Gambut Berkanal. Melihat kondisi pembukaaarta
areal ini baru dibuka sekitar 3 bulan lalu.

2. Terdapat tanaman sawit milik masyarakat dalam konsesi PT SGP yang berada dalam
Zona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 2087 PIR/ BR®@real
yang seharusnya direhabilitasi dan restorgshsca terbakar dibiarkan saja oleh PT
SGP.

3. PT SGP melakukan penanaman kembali di konsesinya yang masuk dzdain Merah
atau Zona Prioritas Restorasi Pasca Terbakar 292817 PIR/ BRE®T SGP menanam
akasia yang diperkirakan berumur4 tahun.
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Dokumentasi Lapangan:

Gambar 25. Terlihat kebun
kelapa sawit milik masyarakat
pada aeral bekas kebakaran
20152017. Gambar diambil
pada tanggal 3 sep 2020
dengan koordinat N2°1'44.01"
E 101°16'41.88"

Gambar 26. Terlihat tanaman
akasia di aregbasca
kebakaran 2012017. Jika
dilihat dari ciriciri fisik sudah
berumur sekitar 3 sampai 4
tahun. Gambar diambil pada
tangal 5 September 2020
dengan koordinat N
1°59'37.36" E 101°12'15.61"

Gambar 27.Terlihat
pembukaan lahan baru dan
pembuatan kanal baru dilahan
gambut oleh pihak perusahaan
sekitar 3 bulan yang lalu.
berdasarkan peta BRG areal ir
berada pada prioritas lindung
Gambut berkanal. Gambar
diambil pada 1 September 202
dengan koordinat N
1°59'43.98" E 101°12'31.85"

Gambar 28.€rlihat kanal yang
baru dibuat dilahan gambut
oleh pihak perusahaan sekitar
3 bulan yang lalu. berdasarkan
peta BRG areal ini berapa pad
prioritas lindung Gambut
berkanal. Gambar diambil pad:
tanggal 1 September 2020
dengan koordinat N
1°59'53.53" E 1UR'47.63"
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8. PT Rias Utama Jaya (RUJ)

Jibalal, :

PETA INVESTIGASI PENGELOLAAN HUTAN
PT. RUAS UTAMA JAYA
KOTA DUMAI - KAB. ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

@ Koordinat Investigasi

§] — BatasKabupaten

TubunAi
P Gt B
[ oot perstaan

ORIENTASI KAWASAN
T~

lahari, Agustus 2020

PT Ruas Utama Jayaanak usaha dari APRIL Groupmerupakan perusahaan swasta yang
bergerak dibidang pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman. Kegiatan pemanfaatan
hutan dimulai sejak diberikannya izin RHHKHT SK mentri Kehutanan SK.18/MENHIWZ007
pada tanggal 5 Januari 2007 seluas 44.330 Heeal izin PTRUJberadadi Kota Duma dan
Kabupaten Rokan Hilir Pramsi Riau.

Dari hasil pemantauan lapangan, Jikalahari menemukan:

1. Terdapat tanaman sawitlalam arealZzona Merah atau Zona Prioritas Restorasi Pasca
Terbakar 2013 2017 PIR/ BR@real tersebut sebelumnya terbakar pada 2015 dan
kembali terbakar pada 2019. Seharusnya PT RUJ melakukan restorasi dan rehabilitasi
lahan pasca terbakar di areal imamun perusahaan membiarkan saja dan kini telah
ditanami bibit sawit baru.

2. Terdapat aktivitas pembukaan lahan dengan menggunakan alat berat ekskavator di areal
gambut di konsesi PT RUJ. Areal yang setelah dioverlay dengan PIR/BRG ini berada dalam
zonaGanbut Budidaya.

3. PT RUJ juga melakukan pembukaan lahan baru dan membangun kanal dengan lebar
antara 2z 5 meter serta kedalaman sekitar 3,5 meter.
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Dokumentasi Lapangan:

Gambar 29.Terlihat kelapa sawit
yang baru di tanam, areal ini
merupakan arel pasca kebakaran
20152017 dan kemudian terbakar
kembali pada tahun 2019,
berdasarkan peta yang digunakan
tim saat kelapangan, harusnya aree
ini menjadi prioritas restorasi bekas
kebakaran tahun 20152017.
Gambar diambil pada 8 September
2020 dengan kordinat N 1°49'9.78"
E 101°4'58.33"

Gambar 30. Terlihat sisa daun
daun yang masih segar dari
kegiatan bukaan lahan baru juga
terlihat kanal ukuran 2 meter yang
dari ciriciri fisik baru saja selesai
dibuat di lahan gambut konsesi PT
RUJ . Gambar dimbil pada tanggal
4 September 2020 dengan
koordinat N 1°50'47.25" E
101°16'45.74"

Gambar 31. Terlihat 1 unit excavatc
bewarna hitam oren sedang berada
di tepi hutan pada areal izin PT RU.
. Gambar diambil pada tanggal 4
September 2020 dengan kooridat

N 1°51'43.65" E 101°16'24.38"

Gambar 32. Terlihat bukaan lahan
baru di konsesi PT RUJ, juga terlihe
kanal yang baru dibuat dilahan
gambut . Gambar diambil pada
tanggal 16 September 2020 dengar
koordinat N 1°51'21.83" E
101°16'28.46"
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9. PT Rimb&eranap IndalRPI)

PETA INVESTIGASI AREAL BERKONFLIK
PT. RIMBA PERANAP INDAH
KAB. INDRAGIRI HULU

PROVINSI RIAU

CV. PUTRI LINDUNG BULAN

ooooooo

PT Rimba Pranap Indah (RPI) merupakan perusahaan yang bergéitziang tanaman industri
kehutanan. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IURHHK
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Repulliklonesia Nomor 598/ kptdl/ 1996
tanggal 16 September 1996 seluasl1.620 Ha&Kemudiandiperbarui dengan Surat Keputusan
Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 1616/kpt&2001 tanggal 31 Oktober 2001 menjadi
seluas® 14.434 Ha, terletak di Kabupah Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu.

PT. RPI berada di Desa Bukit Selanjut, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi
Riau. Sedangkan Desa Lubuk Batu Tinggal merupakan desa induk atau desa tua yang ada di
Kecamatan Lubuk Batu Jaya. Keoatan Lubuk Batwaya terdiri dari 9 (sembilan) &sa, yaitu

Desa Lubuk Batu Tinggal, Desa Sungai Beberas Hilir, Desa Tasik Juang, Kulim Jaya,Desa Pontian
Mekar,Desa Sungai BergsBeras,Desa Rimpian,Desa Pondok Gelugur dan Desa Air Putih Di
Kecamatan Lubl Batu Jaya.

Konflik lahan antara PT RPI dan masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal dan desa lainnya di
Kecamatan Lubuk Batu Jaya dimulai pada 1996, séjednteri Kehutananmengeluarkan 1zin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kajdutan Tanaman Industri (IlUPHHKTI) untuk PT. Rimba
Peranap Indah selua% 11.620 Hektaresuai keputusan menteri kehutanan nomor 598/ Kptk
1996 Saat itu, izin PT Rimba Peranap Indah hanya berada di Kecamatan Kelayang dan di
Kecamatan Peranap.

Dari hasil pemantauan lapangan, Jikdidari menemukan tumpang tindihnya areal konsesi PT RPI
dengan pemukiman masyarakat sebabkan konflik horizont8leberapa tanaman sawit milik
masyarakat diberi racun oleh PT RPI, bahkan akses jalan masyarakat juga ditutup oleh PT RPI
untuk menjaga agar masyrakat tidak menanam atau melakukan aktivitas di konsesi PT RPI.
Jikalahari juga menemukan, kebun jeruk milik masyarakat seluas 8 ha masuk dalam konsesi
perusahaan ini.
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Dokumentasi Lapangan:

Gambar 33. Kondigierkampungan
Desa Bagan Mentimun yang beda
di dalam Kawasan konsesi HTI PT
RPI. Gambar diambil pada tanggal
September 2020 dengan koordinat
S0OTT8QQAYBI INWQIZP -

Gambar 34Kebun sawit
masyarakat yang sudah di semprot
dengan racun oleh PT RPIl. Gamba
diambil pada tanggal 6 Septelver
2020 dengan koordinat Location : S
00TP8IYXBT8WQIaAP"

Gambar 35. Racun yang digunakan
PT RPI untuk mematikan kebun
kelapa sawit masyarakat. Gambar
diambil pada tanggal 6 September
2020 dengan koordinat S
00TP8IYXBT8WQZA&P"

Gambar 36. Kebun jeruk milik
masyarakat yang berada di dalam
konsesi PT RPI seluds8 Ha
Gambar diambil pada tanggal 5
September 2020 dengan koordinat
SOOTP8OPX®PPB8®WXXDI
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Gambar 37. Jalan masyarakat yanc
ditutup oleh PT RPI. Gambar
diambil pada tanggal 6 September
2020 dengan koordinas
OOTO8BTTTERT8WYPAP"
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WALHI Riau

BERDASARKAN PASAL 9 AYATP@aturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambabagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MenLHK/ Setjen/Kum.1/2/ 2017 tentang Tata Cara Inventarisasi
dan Penetapan Fungsi Ekosistema@but, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah
mengeluarkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional. Hal ini sebagaimana tertuang pada
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor
SK.130/Menlhk/Setjen/Pkl.0/2/2017, tanggaF2®ruari 2018.

Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional tersebut terdiri dari fungsi lindung dan fungsi budidaya.
Sesuai dengan Keputusan Nomor SK.130/Menlhk/Setjen/Pkl.0/2/2017, luas fungsi lindung seluas
12.398.482 dan fungsi budidaya seluas 12.269.3igah perincian per pulau sebagai berikut:
Pulau Sumatera, fungsi lindung seluas 4.985.913 hektar dan fungsi budidaya seluas 4.618.616.

Sebelummya Badan Restorasi Gambut (BRG) telah mengeluarkan Peta Indikatif Restorasi Gambut
pada 14 September 201@antelah diperbarui Peta Indikatif Restorasi Gambut versi 2, dimana
membagi target restorasi gambut dalam 3 bagian yaitu, Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya
berizin dan Kawasan Budidaya tidak berizin. Dalam peta tersebut juga membagi areal prioritas
restorasimenjadi 4 bagian antara lain, prioritas restorasi pasca kebakaran 2015, prioritas restorasi
kubah gambut berkanal (zona lindung), prioritas restorasi kubah gambut tidak berkanal (zona
lindung) dan prioritas restorasi gambut berkanal (zona budidaya)

Lebihkurang 20 tahun terakhir, kondisi hutan dan lahan gambut di Riau terus mengalami
kerusakan akibat deforestasi dan degradasi. Baik itu disebabkan oleh terjadinya alih fungsi
gambut, subsidensi, abrasi dan intrusi air laut serta kebakaran hutan dan lahamh(iéa).

Kawasan bergambut Provinsi Riau terdapat di 11 Kabupaten dan kota dengan luas 4.044 juta
Hektar. Luasan ini setara dengan 56,1 persen luas gambut di Pulau Sumatera dengan kondisi baik,
kritis, sampai sangat kritis.

Namun pada tahun 2012 tersisaDP5 juta Hektar, dimana sepanjang tahun 262@13 terdapat
252.172 Hektar penghancuran hutan alam oleh bisnis sektor berbasis lahan. Jika dibanding tahun
sebelumnya, kerusakan sebesar 188 juta Hektar. Tahun 2013 hutan dan lahan di Riau tersisa 1,7
juta Hektar atau tinggal 19 persen dari luas dataran Riau. 73,5 persen kehancuran itu terjadi pada
hutan alam gambut yang seharusnya dilindungi. Desforestasi masih terjadi di areal konsesi
perusahaan maka perlu dilakukan identifikasi dan pemantauan langsung didasi perusahaan
perusahaan yang memiliki izin di lahan gambut.

Untuk melihat kondisi terkini dari aktivitas industri HTI di Riau, WLAHI Riau melakukan
pemantauan langsung di lapangan sepanjang Agustus 20R2@ri hasil pemantauan ditemukan
perusahaan masi melakukan aktivitas yang mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan.
Selain itu perusahaan juga tidak merealisasikan upaya restorasi gambut di areal konsesinya yang
sudah dimandatkan oleh peraturan.
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1. PT Sekato Pratama MakmufSPM)dan PT Bukit BattHutani Alam (BBHA)

PT Sekato Pratama Makmur (SPM) merupakan perusahaan industry HTI yang berafiliasi
dengan APP Group. Lokasi unit manajemen perusahaan ini beradakdin DumaSei Pakning
RT 03 RW 03, Desa Sukajadi, Kec. Bukit Batu. Lokasi Unit Maeajkatamatan Bukit Batu,
Kabupaten Bengkalis, Prov. Riau

Perjanjian areal kerja PT SRiWawali dengan permohonan PT.MapaRabda No. 01/MPR/99
tanggal 6 Maret 1999 perihal permohonan pencadangan areal IUPHHK pada hutan tanaman
dan surat Kantor Wilayah Keltanan dan Perkebunan Provinsi RidNn.7108/Kwi4/1999

tanggal 25 Maret 1999 perihal sarat/pertimbangan teknis pencadangan hutan tamanan pola
kemitraan dalam rangka pemberdayaan usaha kecil menengah atau koperasi seluas 46.230
Ha. SertaSurat Gubernur Prowsi Riau N0.522/EK/1174 tanggal 18 Mei 1999 perihal
rekomendasi areal hutan tanaman pola kemitraan dalam rangka pemberdayaan usaha kecil
menengah atau koperasi seluas 46.230 Ha.

PT. SPM merupakan perusahaan patungan antara PT. Mapala Rabda dengan lsj&xai
Hutan Tuah Sekato, didirikan di Pekanbaru dihadapan notaris Darmansyah,SH, dengan akta
No0.33 tanggal 22 Maret 2002 tentang pendirian perusahaan perseroan terbatas PT. Sekato
Pratama Makmur.

Pada tahun 2003 PSPMmendapatkan SK defenitif dari Meteri Kehutanan No. 473/Kpts
11/2003 tanggal 30 Oktober 2003 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
(IUPHHK) pada Hutan Tanaman kepada 8fMatas areal hutan seluas +44.735 Ha di
Manajemen Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis,PraviRiau.

PT. Bukit Batu Hutani Alam saat ini berada pada areal konsesi sesuai dengan SK definitif yaitu
SK Menteri Kehutanan No. 365/Kpt#2003 tanggal 30 Oktober 2003. Sesuai dengan isi SK
tersebut, areal PT. BBHA termasuk dalam kelompok hutan Surigakit seluas 33.605 ha.

PTBBHA merupakan perusahaan patungan antara PT. Mapala Rabda dengan Koperasi Tani
Hutan Usaha Baru, didirikan di Pekanbaru di hadapan Notaris Darmansyah,SH, dengan Akta
No. 34 tanggal 22 Maret 2002, tentang Pendirian Perusah®&amseroan Terbatas PT. Bukit

Batu Hutani Alam. Kondisi lapangan seluruh areal kerja PT. BBHA pada Blok Makmur hampir
seluruh areal kerja merupakan lahan gambut (rawa) seluas 33.375 ha (99.31 %) dan hanya
sebagian kecil saja merupakan lahan kering (daragjusas 230 ha.

PTSPMdan PT BBHAsebagai perusahaan hutan tanaman yang memasok bahan baku kayu
pada industri pulp dan kertake APP, berkomitmen menghasilkan dan menyediakan bahan
baku kayu secara berkelanjutan berdasarkan pringipnsip Pengelolaan Hian Lestari (PHL).
Dalam kebijakan konservasi APP BPM berkomitmen memperhatikan ekosistem gambut
termasuk penerapan pengelolaan tata air yang tepat.

Areal konsesi PEPMdan PT BBHAeluruhnyaberada didalam areal gambut dalam dengan
kedalaman2z 4 meter danmasuk kedalam fungsi gambut lindung. &ingga berdasarkan
Permen LHK Nomor 130 tahun 2017 tentang perlindungan gambut, gambut dengan fungsi
lindung kedalam >4 meter tidak boleh di kelola dan jika sudah ada tanaman hanya boleh
sekali panen dan itkembalikan fungsinya kembali dengan suksesi alami tanaman asli untuk
wilayah gambut.
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PTSPMdan PT BBHAuga tercatat dari tahun 20152020 hampir setiap tahunnya areal
konsesi yang merupakan hutan rawa primer ini terbakar di titik lokasi yang sama da
berulang yang berada di areal gambut dalam dengandetdaman > 4 metedan masih
melakukan aktivitas penanaman di areal bekas terbakar. berdasarkan Permen LHK No 77
tahun 2015 pasal 8 Pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dilarang melakukan
kegiatanpemanfaatan hutan di areal kerja yang terbakar.

Dari hasil pemantauardi lapanganPTSPMmasih melakukan aktifitas penanaman dan
pemanenan di areal gambut dalam dengan kedalaman gambut meter dan melakukan
aktifitas di areal prioritas restorasi kebakan, serta masih membuka kanal untuk jalur panen
akasia menggunakan kapal pada areal gambimdung dengan kedalam >400 cm.

PTSPMdan PTBBHAmemilikinurserypersemaian bibit akasia bersama yang terletak di areal
izin PTBBHA Disekitarlokasi konsesPTSPMdan PTBBHAtidak ditemukan informasi

ataupun papan peringatan bahaya kebakaran yang seharusnya menjadi kewajiban pemilik
konsesi. Konsesi yang berada dekat dengan cagar biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu tidak
menempatkan rambu informasi kalau walyah ini merupakan perlintasan satwa mengingat
lokasi ini merupakan wilayah jelajah gajah dan harimau sumatera sebagiamana kewajiban
informasi HCV.

Di lokasi Hutan Produksi, sekitar 45 meter dari batas konsesi PT. Seraya Sumberrilyestg
tergabung didalam APRL Group, terdapat Harimau Sumatera mati terjerat pada 2

September 2020. Sebelumnya pada tanggal 18 Mei 2020 seekor harimau sumatera berusia 1,5
tahun ditemukan mati terjerat di lahan perusahaan Arara Abadi di desa Minas Barat,
kecamatan Minas, Kaupaten Siak.

aaaaaaaaa
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PROVINSI RIAU
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Peta titik koordinat lokasi sumatera yang mati terjerat di hutan produksi yang hanya

berjarak sekitar 45 meter dari batas konsesi PT. Seraya Sumber Lestari.
Foto Sumber BKSDA Prov. Riau
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Konservasi satwa liar seharusnya menjadi tanggujagvab perusahaan untuk tetap menjaga
habitat asli satwa liar dengan menjaga HVC dan HCS wilayah konsesi perusahaan, dengan
ditemukannya satwa harimau yang mati terjerat ini membuktikan bahwa areal konservasi
satwa liar yang seharusnya di jaga oleh pihatrisesi tidak berjalan dan masih terjadi ekspansi
lahan oleh perusahaan sehingga membuat satwa liar kehilangan habitatnya sehingga satwa
liar tersebut mencari wilayah baru untuk mencari makan, wilayah ini juga termasuk kedalam
wilayah Suaka Margasatwa GiaBiak Kecil.

Dokumentasi Lapangan:

Foto 1. Hariamau yang mati terjere
di lokasi hutan produksi sekitar 4f
meter dari batas konsesi PT. Seray
Sumber Lestari.

Foto 3. Aktivitas pemanenan kayt
Akasia di areal dengan kedalar
gambut >400Cm di konses
PT.SPM . Pada titik koordinat N
SI TYODPXBYPO  %Fotd
diambil oleh tim Walhi Riau

Foto 4. Kanal baru PT. SPM yar
digunakan untuk mengeluarkan
kayu Akasia kejalanbase untuk
diangkut  menggunakan  mobil
berada di areal dengan kedalanma
B0 AAA OEOEE ETT Of
S Pl YYBZIVY8PXO
g¢oto diambil oleh timWalhi Riau
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Foto 5. Lokasi penanaman bart
e yang tertulis di plangnya masul
blok RKT 2020 yang berada di are
“prioritas restorasi gambut lindung
dengan kdalaman

B0 AAA OEOEE EIT OF
= SPXI ®Q8 X1 8 XPo
& Foto diambil oleh tim Walhi Riau

Foto 6. Lokasi pembibitan akasic
PT. Bukit Batu Hutani Alam menuru
informasi dari informent PT. Sekatc
Pratama Makmur mengambil bibit
akasia dai pembibitan PT. BBH#
yang berada di areal prioritas
restorasi gambut lindung berkanal
dengan kedalaman gambut >40(
cm

"0AAA OEOQOEE EIT OF
S P3| XP &atX 8lidnbd oleh
timwWalhi Riau

Foto 7. Pelabuhan bersama untul
mengangkut kau akasia dengan
menggunakan kapal ponton
kepabrik PT. ARARA ABADI mil
APP group

OAAA OEOEE EI 1T O/
SPZI XI 62283T0o

Foto diambil oleh tim Walhi Riau.

Foto 8. Areal yang baru ditanan
akasia olen PT. BBHA berada

ﬁ areal dengan kedaman gambut
>400cm
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101°39"27%E,1°29'45"N

P

101°3919.05"E; 1°29:46.21"N

1°39'18.47"E, 1°29'46.25"N

Foto 9. Areal lokasi yang sudah di
panen dan disiapkan untuk
dilakukan penanam kembali di area
yang sama, lokasi ini berada di
dalam gambut dengan deaman
gambut >400cm

0OAAA 4EOQOEE +11 OA
SPZ1YYOY8TI o

Foto diambil oleh timWalhi Riau

101°400°E

101°45°0°E

101°35'0°€

LAGENDA
[] PT SAKATO PRATAMA MAKMUR

101°400°E

PETA
PT. SEKATO PRATAMA MAKMUR
DENGAN PRIORITAS RESTORASI BRG-

1300°N

101°450°E.
Prioritas Restorasi BRG
Prioritas Restorasi Kubah Gambut berkanal (zona lindung)
- Prioritas Restorasi Kubah Gambut tidak berkanal (zona lindung)
- Prioritas Restorasi Pasca Kebakaran 2015
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